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Munir Fuady, Jakarta, April 2014. Tentang Pengertian perjanjian. Hal 179
H. Dedi Ismatullah, Bandung November 2013 Pengertian hukum perjanjian “kebebasan berkontrak”



Perajanjian kerja pada Pasal 1601.g KUH Perdata di jelaskan perjanjian kerja

ialah suatu perjanjian dimana pihak g buruh, mengikatkan raganya dengan

maksud di bawah instruksi g geri kerja atau majikan untuk

sesuatu waktu tertentu, juan menerima bayaran,
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htau dgngan usaha b i

memerlukan ¥
pemasaran wace bimbingan dan

penampungan

2Broto Suwiryo, 2016, Pengertian perjanjian dan pengertian perjanjian kerja, Surabaya Hal. 55/69
3Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 8 ayat 1 Tentang usaha kecil



Hubungan industrial adalah relasg antara pekerja dan pemberi kerja atau

pengusaha yang termuat dalam suat jian kerja, yaitu berisi ketentuan untuk

melaksanakan pekerjaan te erhak untuk menerima upah,
sedangkan pengusaha ja. Relasi antara pekerja
dan pemberi kerja at . A prinsip-prinsip yang

termuat pad

ui tahapan non
&1, konsiliasi dan
bahkan dimungkinkan melalui arbitrase. Apabila upaya non litigasi tidak berhasil

menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha, maka



di selesaikan melalui perjanjian hubungag industrial. Dalam mendamaikan konflik

relasi industrial, hakim PHI harus mgi jkan kepentingan para pihak.

Ditandatanganinya sel an menimbulkan hubungan

hukum antara pekerja o ersebut melahirkan hak

yaitu buruh
yang tidak lain te dengan pihak
perusahaan yang sela ggugdat dengan pihak
tergugat. Pihak penggugat sebagai buruh dan pihak tergugat yaitu perusahaan SMS

Finance Ternate. Adanya perselisihan relasi kerja antara penggugat dengan tergugat



karena pemutusan hubungan Kkerja dari pihak perusahaan selaku tergugat dengan

buruh selaku penggugaat.

Masalah timbulnya g ¢ tergugat tidak mengikuti

prosedur perjanjian kerj

gan ketentuan Undang-

memiliki

i haruslah
tunduk kep T Segor [ agakerjaan.

penting yang

elemen penting
ebab™itulah sehingga
merupakan pekerjaan tetap. Sebab dilihat pada Pasal 59 Ayat (1) huruf (a), (b), (c),

dan (d), dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang



Ketenagakerjaan “perjanjian kerja untukgwaktu tertentu tidak bisa diadakan untuk

pekerjaan yang bersifat tetap jo Kep denteri Tenagakerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia No 2014 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian

Kemudian statug ) N tergugat yakni adalah

Perjanjian

JiWa

enand¥ angw

tersebut men;jd

Undang Nomor
Selama penggugat bekerja di perusahaan tergugat, tergugat tidak pernah

mendaftarkan penggugat pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan



sehingga pada saat nanti pemutusan pubungan kerja penggugat tidak dapat

menuntuk hak-hak penggugat sebaga b/karyawan. Perjanjian kontrak yang

dilakukan oleh tergugat padg dasarkan atas perjanjian yang

um dan tidak mengacu

sebagaimana mestinya

an penelitian

ini ialah:
1. Untuk mefgetant h ditinjau dari

perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

4Bukti perjanjian kemiteraan Nomor: 20/PRD/MSU/X/2017



2. Untuk mengetahui Faktor yang mgnyebabkan hak-hak buruh tidak dipenuhi

oleh pihak Perusahaan PT SM e Ternate.

Manfaat Penelitian



